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<p>Perjanjian pinjaman sindikasi merupakan suatu perjanjian pinjaman yang melibatkan beberapa kreditur
untuk memberikan dana besar kepada debitur, serta dapat diselesaikan dengan teori Hukum Perdata
Internasional (HPI). Dalam penelitian hukum normatif, kehadiran elemen asing dalam perjanjian kredit
sindikasi internasional memungkinkan penerapan teori HPI untuk menentukan hukum yang berlaku dan
forum penyelesaian sengketa. Pokok kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/PDT/2015
menunjukkan dapat digunakannyateori HPI dalam menentukan hukum yang berlaku dan forum yang
berwenang berdasarkan kedudukan dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang asing. Penggunaan
hukum Indonesia oleh majelis hakim pokok sengketa dalam menentukan hukum yang berlaku dapat
dipertimbangkan melalui teori <em>proper law of the contract</em>. Sementaraitu, diskus tentang
kebebasan berkontrak dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit sindikasi internasional akan
berhubungan dengan pel aksanaan penjaminan terhadap sindikasi dalam pokok sengketa. Prinsip kebebasan
berkontrak adalah prinsip diakui dalam hukum kontrak internasional, namun terdapat pembatasan tertentu,
terutama dalam hukum Indonesia. Penunjukan Pengadilan Negeri Cilacap dengan dasar Klausul 'K etentuan
Lainnya sertaPasal 99 ayat (1) RV dalam pokok gugatan tingkat pertama menyebabkan kompleksitas
hukum dalam menentukan forum yang berwenang. Kesalahan penerapan dasar hukum dan eksistensi klausul
dengan ketentuan multi tafsir serta memiliki risko <em>forum shopping</em> dapat memiliki implikas
hukum yang signifikan bagi para pihak.

...... <em>The dispute involving international syndicated |oan agreements and foreign parties requires the
application of Private International Law (PIL) principles for resolution. Normative legal research reveals
that the foreign elements in these agreements allow the use of PIL to determine applicable law and the
competent dispute resolution forum. In the Supreme Court decision No. 1345 K/PDT/2015, the legal
position and relationship among foreign parties necessitate the application of PIL to decide applicable law
and the competent forum. The use of Indonesian law in determining the contract's applicable law aligns with
the proper law of the contract. Freedom of contract in resolving disputes in international syndicated credit
agreements relates closely to collateral implementation in the dispute. Despite its recognition in international
contract law, freedom of contract has limitations within Indonesian law. The designation of Cilacap District
Court as the competent forum, based on 'Other Provisions Clauses and Article 99 paragraph (1) RV
</em><em>in the</em><em> |awsuit</em><em> done on the District Court</em> <em>further
</em><em>creates legal complexity in determining the actual dispute resolution forum. Errorsin using
legal bases and </em><em>such existence of </em><em>ambiguous provisions </em><em>implied
with</em><em> forum shopping risks </em><em>within</em><em> this</em><em> syndicated
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loan</em><em> agreement can have significant legal implications for the involved
parties</em><em>.</em></p><p style="margin-left:8pt;"> </p>



